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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Faktor-Faktor Penyebab

Konflik Sengketa Tanah Antara Desa Horowura Dan Desa Lamahala di Adonara

Kabupaten Flores Timur maka dapat disimpulkan bahwa konflik teresebut belum

selesai secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesimpulan-

kesimpulan berikut :

1. Kebutuhan.

a. Nilai sosial budaya tanah.

Tanah bagi orang Adonara diyakini sebagai simbol seorang wanita (ina

wae) atau seorang ibu yang menghidupkan seluruh warga kampung,

sehingga dalam menghadapi masalah tentang tanah, orang Adonara harus

membela ibu dengan mebuktikannya melalui ritual adat dan perang

tanding

b. Nilai ekonomi tanah.

Dari segi ekonomi, tanah yang dipersengketakan antara Desa Horowura

dan Desa Lamahala merupakan tanah yang bernilai ekonomi tinggi yang

mengandung bahan bangunan seperti batu dan pasir dan strategis dimana

letak tanah tersebut berada di pinggiran kota yang bisa dijadikan sebagai

tempat perkantoran, hal tersebut disebabkan karena  benturan ekonomi dan
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wacana pemekaran Kabupaten Adonara sehingga timbul konflik untuk

saling mempertahankan tanah tersebut.

c. Nilai kesakralan tanah

Tanah yang dipersengketakan antara warga Desa Horowura dan Desa

Lamahala merupakan tanah ulayat yang menjadi warisan leluhur nenek

moyang, Sehingga masyarakat akan terus berjuang untuk mempertahankan

tanah tersebut hingga rela mengorbankan nyawa dari pada menanggung

malu karena kehilangan harga dirinya.

2. Persepsi orang adonara tentang penyelesaian konflik tanah ulayat :

Perang tanding sebagai alternativ terakhir dalam penyelesaian sengketa

tanah dijadikan sebagai budaya hukum masyarakat Adonara. Hal tersebut

terjadi akibat ketidak percayaan masyarakat kepada insitusi hukum ,oleh

karena itu penegak hukum harus menggambarkan keadilan dan kebenaran

sehinggah mampuh meminimalisir budaya perang tanding kendati

meninggalkan budaya yang tidak jaman lagi, butuh waktu dan proses yang

lama.

3. Kekuasaan.

Cara yang dilakukan oleh Kepala Suku atau Tuan Tanah dalam

mempengaruhi masyarakat untuk berperang :

Kepala Suku atau tuan Tanah mengambil sikap untuk mengumpulkan

masyarakatnya untuk melakukan seremonial adat atau bau lolon yaitu

menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati Roh-Roh Leluhur
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agar ikut menyaksikan dan memberikan jalan, proses adat yang bertujuan

untuk melindungi masyarakat pada saat perang tanding

4. Nilai kebenaran.

Untuk mempertahankan hak dari leluhur  masyarakat memegang teguh

pada lein lau weran rae atau kakak adik yang menjadi prinsip dasar untuk

mempertahankan tanah tersebut untuk membuktikan kebenaran,

dibuktikan melaui perang tanding dengan melihat  jumlah korban yang

didapat pada saat perang berlangsung. Disitulah kebenaran berbicara

bahwa pihak yang mati berarti  pihak yang salah dan kalah sendangkan

pihak yang hidup berarti pihak yang benar dan menang.

5. Perasaan atau emosi.

Yaitu faktor latar belakang  dan dendam masa lalu yang menjadi pemicu

konflik :

Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan tanah tersebut

diakibatkan oleh pengkelaiman yang dilakukan kedua bela pihak atas

tanah tersebut yang berujung pada perang tanding. Jika pemerintah

merespon cepat maka persoalan tersebut tidak menjadi besar dan memakan

korban.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan Faktor-

Faktor Penyebab Konflik Sengketa Tanah Antara Desa Horowura Dan Desa

Lamahala Di Adonara Kabupaten Flores Timur maka disarankan :
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1. Kebutuhan

a. Salah satu pihak harus mengakui kekalahan dan kesalahannya karena

menurut budaya orang Adonara yang kuat belum tentu menjadi

pemenang.semuanya tergantung pada kebenaran sejarah

b. Masalah tanah tersebut harus diselesaikan karena melihat tanah

tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinngi yang bermanfaat bagi

masyarakat

c. Karena tanah tersebut adalah tanah ulayat maka kedua belah pihak

harus melakukan Mediasi dalam penyelesaian tanah tersebut

2. Masyarakat harus mengedepankan budaya kekeluargaan dalam

menyelesaikan permasalahan dan mempercayai penyelesaian masalah tanah

tersebut kepada penegak hukum.

3. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Tuan Tanah, Kepala Suku kedua

desa dan pemerintah setempat sehingga isu-isu yang berkaitan dengan konflik

tanah dapat diredam sebelum persoalan terjadi.

4. Kepada masyarakat harus memahami sejarah yang sebenarnya dan mengakui

kekaahannya

5. Pemerintah daerah perlu belajar dari pengalaman tentang masalah tanah yang

sering terjadi di Adonara dan mampuh memilih pilihan penyelesaian yang

tepat serta memberikan sosialisasi hukum positif tentang masalah pertanahan.
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